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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan anggaran 

berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 

Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Anggaran berbasis kinerja dalam 

penelitian ini diukur melalui lima dimensi, yaitu pengukuran kinerja, 

penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, 

serta pertanggungjawaban manajemen. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data dikumpulkan 

melalui kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Sekretariat DPRD 

Kota Gorontalo. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 

berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 93,50%. Secara 

parsial, seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan 

pertanggungjawaban manajemen sebagai variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja sangat ditentukan oleh 

komitmen manajerial, kejelasan indikator kinerja, sistem insentif dan 

sanksi, kontrak kinerja yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang 

efektif. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah 

daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi melalui 

optimalisasi penerapan anggaran berbasis kinerja secara terintegrasi. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi 

memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam ketetapan MPR Nomor 

:XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme dan juga ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang di 

dalamnya memuat ketentuan normatif asas asar umum penyelenggaraan negara yaitu asas 

kepentingan, tertib penyelenggaraan negara, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, 

profesionalitas dan akuntabilitas. 

Salah satu asas yang sangat memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang 

menjamin bagi setiap penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat 
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dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang penting dilakukan pada sebuah 

organisasi baik organisasi swasta maupun sektor pemerintahan. Proses penyusunan anggaran 

pemerintahan berkaitan dengan bagaimana menentukan besarnya alokasi dana dari masing-

masing program dan kegiatan dengan ukuran satuan moneter. Proses penyusunan anggaran ini 

menjadi sangat penting manakala suatu anggaran yang tidak efektif dan tidak berlandaskan 

kinerja akan menjadikan perencanaan yang telah di susun menjadi gagal.  

Anggaran sektor pemerintahan merupakan (instrumen) akuntabilitas atas pengelolaan 

dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik, Hasil dari 

pengelolaan sumber daya daerah oleh masing-masing pemerintah daerah akan dilaporkan 

dalam bentuk laporan akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara 

periodik (Effendi, 2006). 

Suatu anggaran yang berbasis kinerja sangat berkaitan erat dengan visi dan misi dari 

suatu organisasi pemerintahan dan rencana strategis yang ditetapkan serta akan berorientasi 

pada hasil (output) dan outcome yang disepakati. Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan 

berlandaskan pada sasaran dan tujuan yang diinginkan oleh publik yang mencakup 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban tentang capaian value for money, adalah ekonomi yang 

efisien (hemat cermat) untuk pengadaan dan pengalokasian sumber daya yang berdaya guna 

dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya di maksimalkan (maximizing benefits 

and manimizing costs), serta efektif atau berhasil guna untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

(Bastian, 2006).  

Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan 

UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan ditetapkan secara bertahap mulai anggaran 

2005. Namun demikian, hingga saat ini masih sulit untuk melihat tolak ukur memadai yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara komparasif. padahal 

tolak ukur ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman, baik bagi pemerintah sendiri maupun 

pihak lain yang berkepentingan. Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki berbagai 

kendala dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem 

penganggaran. Perubahan ini akan menyebabkan berubahnya mind set tidak hanya pada 

lingkungan pelaksana atau pemerintah (eksekutif), namun juga perubahan pada Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas atau legislatif. Pola pikir (Mind set) 

lembaga legislatif dalam melakukan pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) sebaiknya juga harus berubah menjadi konsep output base, tidak lagi input 

base. 

Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki nilai yang cukup berarti bagi 

akuntabilitas publik Hal ini dikarenakan setiap instansi pemerintah harus dapat menyajikan 

informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat 

dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan, sehingga setiap komponen dalam instansi 

pemerintah bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan 

alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar 

dari biaya atau input yang ditetapkan. Dalam memahami penganggaran berbasis kinerja, 

komitmen dari seluruh komponen organisasi untuk menyiapkan sumber daya berupa anggaran, 

kegiatan, dan sumber daya manusia sangat penting. 
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Dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja terdapat unsur-unsur penting pendukung 

seperti; aspek pengukuran kinerja, aspek penghargaan dan hukuman, aspek kontrak kinerja, 

aspek kontrol eksternal dan internal. Kontrol diarahkan pada kontrol input suatu kegiatan, serta 

apa dan bagaimana pencapaian output dan pertanggungjawaban manajemen, yaitu manajer 

bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. 

Kedua, dengan adanya kebebasan bagi manajer, maka manajer dapat melakukan dan 

mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal (Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan, BPPK. 2008) 

Unsur unsur pendukung tercapainya penerapan anggaran berbasis kinerja yang 

dikeluarkan oleh BPPK merupakan Unsur penting di mana apabila anggaran berbasis kinerja 

ini tercapai, maka akan terpenuhi juga akuntabilitas kinerja pemerintah. Pemerintah 

menganggap bahwa dengan adanya akuntabilitas maka mampu memberikan perubahan kinerja 

di instansi pemerintahan yang lebih baik, atau sering dikenal dengan istilah Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). AKIP merupakan wujud dari pertanggungjawaban 

instansi pemerintah atas pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

dilakukan secara periodik. Agar lebih efektifnya penerapan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, maka sangat diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai lini organisasi 

yang memiliki wewenang serta bertanggung jawab pada bidang pengawasan dan penilaian 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  

Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan 

pertanggungjawaban antara capaian kinerja dengan program dan kebijakan, kejelasan sasaran 

anggaran suatu program harus dapat dipahami oleh semua pegawai dan pimpinan. Selain itu 

juga maka visi dan misi disesuaikan dengan program dan perlu ditetapkan berdasarkan rencana 

strategis dari organisasi. Indikator-indikator dari kinerja perlu ditetapkan untuk tiap program 

kegiatan. perlu adanya alat untuk menganalisis keuangan ditiap-tiap kegiatan, dan membuat 

laporan kepada atasan untuk setiap kegiatan. 

Pentingnya dilakukan penelitian tentang AKIP yaitu melihat dari fenomena yang terjadi 

di lingkungan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, 

di mana kinerja AKIP pemerintah saat ini masih banyak hal-hal yang masih harus diperbaiki 

yaitu adanya kejelasan sasaran anggaran dari program yang belum sepenuhnya dimengerti oleh 

para pegawai. Selain itu para pegawai belum sepenuhnya memahami perlunya pencapaian 

program yang dijalankan dengan visi dan misi organisasi, dan belum sepenuhnya 

menggunakan LAKIP sebagai bahan acuan dalam perencanaan program selanjutnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan 

paradigma eksplanatori asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini dipilih karena 

penelitian berfokus pada pengujian pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama 

pengumpulan data (Sugiyono, 2006). Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima 

tingkat untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo yang berjumlah 28 orang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, sehingga seluruh anggota 

populasi dijadikan sebagai responden penelitian. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan anggaran berbasis kinerja 

yang terdiri dari lima sub-variabel, yaitu pengukuran kinerja (X1), penghargaan dan hukuman 

(X2), kontrak kinerja (X3), kontrol eksternal dan internal (X4), serta pertanggungjawaban 

manajemen (X5). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (Y). 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing sub-variabel penerapan anggaran 

berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik secara simultan 

maupun parsial. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui uji 

validitas dan reliabilitas instrumen serta uji asumsi statistik untuk memastikan kelayakan data 

yang dianalisis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F untuk mengetahui pengaruh 

simultan dan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (α = 0,05). 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan 

anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat 

DPRD Kota Gorontalo. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen dan lima sub variabel 

penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0,205X₁ + 0,272X₂ + 0,188X₃ + 0,164X₄ + 0,409X₅ + ε 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki 

koefisien regresi bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerapan 

anggaran berbasis kinerja akan diikuti dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Uji Simultan (Uji F) 

Hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Hal ini berarti 

bahwa secara bersama-sama variabel pengukuran kinerja (X₁), penghargaan dan hukuman (X₂), 

kontrak kinerja (X₃), kontrol eksternal dan internal (X₄), serta pertanggungjawaban manajemen 

(X₅) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan 

demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat menjelaskan 

hubungan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. 

Koefisien Determinasi (R²) 

Berdasarkan hasil analisis, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,935. Hal ini 

menunjukkan bahwa 93,5% variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan 

oleh variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, sedangkan sisanya sebesar 6,5% dijelaskan 
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oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai R² yang tinggi menunjukkan bahwa model 

regresi memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat. 

Uji Parsial (Uji t) 

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga masing-masing variabel berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pengukuran kinerja (X₁) memiliki nilai sig. 0,044 

2. Penghargaan dan hukuman (X₂) memiliki nilai sig. 0,000 

3. Kontrak kinerja (X₃) memiliki nilai sig. 0,021 

4. Kontrol eksternal dan internal (X₄) memiliki nilai sig. 0,021 

5. Pertanggungjawaban manajemen (X₅) memiliki nilai sig. 0,001 

Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian dapat diterima. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda 

Pengaruh antar 

Variabel 

Koefisien 

Regresi (β) 

Sig Alpha Keputusan Hipotesis 

X1 terhadap Y 0,205 0,044 0.05 Signifikan* Diterima 

X2 terhadap Y 0,272 0,000 0.05 Signifikan* Diterima 

X3 terhadap Y 0,188 0,021 0.05 Signifikan* Diterima 

X4 terhadap Y 0,164 0,021 0.05 Signifikan* Diterima 

X5 terhadap Y 0,409 0,001 0.05 Signifikan* Diterima 

Keterangan : * Signifikan apabila nilai sig < nilai Alpha 

Nilai koefisien determinasi yang tinggi ini menunjukkan kuatnya kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun hasil penelitian 

tetap perlu ditafsirkan sesuai dengan konteks dan karakteristik objek penelitian. 

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang 

meliputi pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan 

internal, serta pertanggungjawaban manajemen secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota 

Gorontalo. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan 

suatu sistem yang terintegrasi, di mana seluruh komponennya saling mendukung dalam 

meningkatkan akuntabilitas kinerja. Semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka 

semakin tinggi pula tingkat pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap penggunaan 

anggaran dan pencapaian kinerja. 

Pengaruh Pengukuran Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Pengukuran kinerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan indikator kinerja, target, 

serta sistem evaluasi yang terukur menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas 

organisasi publik. Pengukuran kinerja yang baik memungkinkan instansi pemerintah untuk 

menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sehingga pertanggungjawaban kinerja 

dapat dilakukan secara objektif dan transparan. 
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Pengaruh Penghargaan dan Hukuman Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghargaan dan hukuman berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem penghargaan 

memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja, sedangkan penegakan 

hukuman berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa mekanisme insentif dan sanksi 

merupakan bagian penting dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. 

Pengaruh Kontrak Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Kontrak kinerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Kontrak kinerja mencerminkan komitmen formal antara pimpinan 

dan pelaksana kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya 

kontrak kinerja, setiap unit kerja memiliki kejelasan tanggung jawab dan target yang harus 

dicapai, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas organisasi. 

Pengaruh Kontrol Eksternal dan Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Kontrol eksternal dan internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengawasan yang efektif, baik dari internal 

organisasi maupun pihak eksternal, berperan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan 

anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang 

memadai dapat meminimalkan penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas penggunaan anggaran. 

Pengaruh Pertanggungjawaban Manajemen Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Pertanggungjawaban manajemen merupakan variabel dengan koefisien regresi 

terbesar, yang menunjukkan bahwa aspek ini memiliki peran dominan dalam meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pertanggungjawaban manajemen mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan anggaran. Manajemen yang 

bertanggung jawab akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Anggaran 

Berbasis Kinerja yang terdiri dari pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak 

kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 

Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran 

berbasis kinerja yang dilaksanakan secara komprehensif mampu meningkatkan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah secara signifikan. Secara parsial, pengukuran kinerja, penghargaan 

dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban 

manajemen masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap dimensi dalam anggaran 

berbasis kinerja memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah yang lebih baik. Besarnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

variasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagian besar dapat dijelaskan oleh 

variabel-variabel anggaran berbasis kinerja dalam model penelitian ini, sementara sisanya 
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dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti namun tetap berpotensi 

memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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